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MOTTO  

 

 

 

أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَ قَالَ لََمُُ اللهُ مُوتُوا ثَُُّ 
{ 342أَحْيَاهُمْ إِنَّ الَله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }

يعٌ عَلِيمٌ }وَقَاتلُِوا فِ سَبِيلِ الِله وَاعْ   {344لَمُوا أَنَّ الَله سََِ
 

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari 

kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena 

takut mati, maka allah berfirman kepada mereka : “matilah kamu”, 

kemudian Allah menghidupkan mereka. sesungguhnya allah mempunyai 

karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. – 

dan berperanglah kamu sekalian di jalan allah, dan ketahuilah 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

 

( Q.S. AL BAQARAH : 243 - 244 ) 

 

 

TUHAN MEMBERIKAN JALAN, KITA YANG MENJALANKAN 

 

 

NEVER TOO OLD TO LEARN. EVEN AT 21 YOU GOTTA START SOMETIME 

 

 

NO ONE CAN’T TAKE AWAY OUR MEMORIES 
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SINOPSIS 

 

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Reklame, menegaskan bahwa penataan dan 

pengelolaan  keuangan, haruslah professional, efektif serta efesien, transparansi 

dan bertanggung jawab. Melalui upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ingin semakin meningkatnya pendapatan 

asli daerah yang signifikan dan upaya pembiayaan bagi kegiatan pelayanan 

masyarakat dan pembangunan di daerah. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui 

upaya BPKAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak 

reklame dengan beberapa hal yang dilakukan BPKAD dalam menertibkan 

reklame seperti adanya reklame liar, reklame yang tidak berizin dan atau reklame 

yang izinnya sudah habis namun masi tetap berdiri dan memasang iklan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif 

yakni peneliti mencoba menggambarkan data sesuai fakta di lapangan, dan 

dilakukan sedekat mungkin sesuai dengan bentuk aslinya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik Snow Ball sehingga jumlah peneliti ditentukan 

ketika melakukan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu, Kasubid 

Pembukuan dan Perkantoran, Staf Pelayanan Pajak Daerah, Sekretariat BPKAD, 

Staf Bidang Akuntansi BPKAD, Kasubid Pendaftaran dan Penataan Pendapatan 

Daerah, Biro Periklanan Reklame, dan Masyarakat Pengguna Reklame. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. 

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya  Pemerintah Kota Yogyakarta 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame serta 

tingkat efektivitas dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Yogyakarta yakni 

dengan melakukan upaya pendataan dilapangan, ada tim pendataan berjalan serta 

di kantor, melakukan peningkatan tarif pajak reklame, pembedaan tarif reklame 

rokok dan non rokok, pentaan reklame di ruas-ruas jalan yang potensial, dan 

dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sepenuhnya sudah 

baik, namun masih terdapat masalah pada bagian pendataan karena masih banyak 

reklame liar atau tidak berizin berdiri. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu kurangnya pengawasan terhadap reklame liar. Kedua, kurangnya 

kesadaran Masyarakat/badan usaha pengguna reklame tentang pentingnya 

membayar pajak. Sebab Masyarakat/badan usaha yang cenderung malas mengurus 

dan cenderung tidak mau ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah guna membangun daerah. Ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah 

BPKAD sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan usahanya 

dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Namun realisasi 

pajak reklame masih saja mengalami penurunan dan penaikan di setiap tahunnya 

ini. 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional suatu rangkaian untuk upaya pembangunan 

yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan di masyarakat, bangsa 

dan negara.Pembangunan merupakan segala pemanfaatan potensi yang ada di 

masing-masing daerah, maka pembangunan pada saat ini lebih diarahkan 

kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri.  

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana 

pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang sudah ada, 

membentuk suatu mitra antara pemerintah daerah dan swasta, untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang dapat mengembangkan 

ekonomi di daerah.  

Mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerah yang 

efektif dan kuat dengan mengembangkan pelaku dan potensi ekonomi yang 

berada di daerah, serta memperhatikan ruang fisik maupun sosial sehingga 

terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Untuk itu pada tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah dengan 

dikeluarkanya Undang-Undang No 22 Tahun 1999,  yang diperbarui dengan 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang selanjutnya diperbarui dengan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

1 
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Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus pemerintahannya sendiri maupun kepentingan masyarakat 

setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pemerintah daerah 

diberikan kebebasan agar dapat menggali sumber-sumber potensi yang 

menghasilkan keuangan daerah guna untuk membiayai pembangunan serta 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan pusat daerah otonom. Dalam 

Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 poin 12 dijelaskan bahwa 

pembangunan daerah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Daerah otonom adalah daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menegaskan bahwa panataan dan pengelolaan keuangan daerah, haruslah 

professional, efektif serta efesien, transparansi dan bertanggung jawab. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya pendapatan asli 

daerah yang signifikan dan pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat 

dan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 285 sumber pendapatan daerah yang digunakan 

untuk membiayai berbagai macam kegiatan daerah otonom terdiri dari: 

1) Pendapatan Asli Daerah meliputi 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
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d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

2) Pendapatan transfer : 

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

- Dana Perimbangan 

- Dana Otonomi Khusus 

- Dana Keistimewaan 

- Dana Desa 

b. Transfer antar Daerah terdiri atas: 

- Pendapatan bagi hasil 

- Bantuan Keuangan 

3) Lain-lain pendapatan yang sah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta 

pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh 

Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, 

yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah 

daerah.Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber 

pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan 

indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-

sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi 

bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam 

membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah 

yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas 
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otonominya.( Dini, 2010)Seperti halnya daerah lain, kota Yogyakarta juga 

melakukan pungutan pajak guna menambah pendapatan daerah untuk 

membiayai segala kegiatan di daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 2 ada beberapa 

ruang lingkup pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Yogyakarta terdiri 

dari: 

1. Pajak Reklame 

2. Pajak Hotel 

3. Restaurant 

4. Pajak Hiburan 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Parkir   

7. Pajak Air Tanah 

8. Pajak Sarang Burung Walet 

Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota 

Yogyakarta, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki 

prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan 

PAD.  

Yogyakarta merupakan kota yang pertubumbuhan dan perkembangan 

perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat. Hal ini bisa dilihat dari 

perkembangan perekonomian di kota Yogyakarta dari berbagai sektor 

khususnya industri pariwisata dan perdagangan tumbuh begitu pesat. Jika 

dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat-

pusat perbelanjaan dan hotel yang didirikan di kota Yogyakarta. 



 5 

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha industri, perdagangan dan 

jasa di wilayah kota Yogyakarta yang semakin kompleks, maka para pelaku 

usaha dituntut untuk bersaing. Upaya yang dilakukan antara lain 

menggunakan strategi pemasaran media advertising atau periklanan melalui 

reklame guna menampilkan produk dan jasa industrinya kepada masyarakat.  

Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 

47, objek pajak reklame meliputi, Reklame Papan (Billboard), Stiker (Poster), 

Kain, Selebaran, Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan), Peragaan, 

Film/Slide maupun media elektronik seperti  Videotron, Megatron, Large 

Electronik Display (LED) 

Dengan melihat perkembangan ini, maka penerimaan PAD dari sektor 

pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap 

perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media 

reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk 

mereka. Pajak reklame adalah konsekuensi wajib pajak yang dikenakan 

kepada individu atau badan usaha atas penyelenggaraan reklame, wajib pajak 

penyelenggaraan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Di Kota Yogyakarta Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 

Reklame menjadi media promosi yang menjadi cara efektif untuk tujuan 

memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang atau badan yang 

dapat diketahui oleh khalayak umum. Hal ini dapat dilihat dari sudut-sudut 
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kota Yogyakarta baik di pusat kota maupun pinggiran kota yang banyak 

terpampang berbagai macam reklame. 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan ditetapkan dengan 

tegas oleh pemerintah Kota Yogyakarta kepada penyelenggara-penyelenggara 

reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini wilayah Kota 

Yogyakarta banyak sekali memiliki papan reklame, dari berbagai bentuk, 

gambar, ukuran dan warna yang beraneka ragam. 

Masalah umum yang terjadi adalah terdapat kekurangan terhadap 

pengawasan dari aparatur pemerintah kota dalam rangka pengelolaanya. Salah 

satu masalah yang terjadi adalah adanya reklame yang tanpa izin pemasangan 

dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinanya sudah mati. Dikutip 

dari Suara Merdeka Cetak ( berita.suaramerdeka.com) pada tanggal 6 Juni 

2017 dengan Headline atau judul berita (200 Papan Reklame di Yogyakarta 

Tak Bertuan). Dari hasil pemantauan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) menemukan 200 papan reklame 

yang tidak berizin dan tidak diketahui pemiliknya oleh pemerintah daerah 

yang member izin. Jalan provinsi yang banyak dipasangi adalah kota 

Yogyakarta dan Sleman. Oleh karena itu, bila papan reklame ini dibiarkan 

akan mengganggu pemandangan serta keindahan kota. Untuk itu pemerintah 

daerah selaku pemberi izin hendaknya segera menertibkan dan menindak 

tegas. 

Selain itu banyak media reklame yang terpasang tidak sesuai, seperti 

dalam hal proporsi, konstruksi, keselarasan penempatan antara yang satu 
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dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesan tidak harmonis sehingga 

dapat mengganggu estetika kota juga dapat memberikan kesan tidak nyaman 

dan mengganggu keselamatan masyarakat serta menimbulkan efek saling 

berebut perhatian, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak efektif. 

Disisi lain, kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin 

meningkat dari tahun ketahun untuk menambah penerimanaan PAD agar 

tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah di sektor 

keuangan akan terwujud. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pajak reklame 

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

Bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menggambarkan upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan PAD 

melalui Pajak Reklame 

2. Untuk menggambarkan besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah. 
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Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Konstruksi 

Reklame 
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